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Arah Kebijakan Perwilayahan Industri
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Peningkatan Nilai 
Tambah & Produktivitas, 

Efisien, Ramah 
Lingkungan dan 

Berkelanjutan

1. WPPI sebagai Pusat Ekosistem 
Industrialisasi

2.KPI sebagai Kota Industri Baru
3.KI/KIT sebagai Eco Industrial Park 
4.Sentra IKM sebagai rural industrialization

Pendekatan :
1. Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri 

(WPPI)
2.Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
3.Kawasan Industri
4.Sentra IKM

Peningkatan Peran & 
Transformasi Perwilayahan 

Industri

Tantangan

New Growth 

Center

Hilirisasi & Industrialisasi

Prasyarat :
Kebijakan regulasi; SDM kompeten; 

pembiayaan/investasi; sumber 
daya industri,  dll.

Perubahan Iklim Perang 

Dagang

Konflik 

Global

Disrupsi 

Teknologi

Tujuan:
Percepatan penyebaran 
dan pemerataan 
pembangunan Industri di 
NKRI



Arah Kebijakan Sektor Industri Dalam Mendukung Asta Cita
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“Kita harus berani menaruh sasaran 

yang lebih tinggi. Kalau saya optimis 

kita bisa mencapai 8% pertumbuhan”

Sambutan Presiden Prabowo pada Peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 dan White 
Paper OMP Beyond serta Penyampaian Hasil Capaian PSN dan KEK, 18 Juli 2024

Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, 

Industri Pengolahan Nonmigas juga harus dapat 

mengimbangi tumbuh sebesar 8%, sehingga 

dibutuhkan penambahan nilai output rata-rata 

sebesar Rp220 triliun setiap tahunnya

PERTUMBUHAN SKENARIO ASTA 

CITA 2025-2029

5% - 8%
KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI 

SKENARIO ASTA CITA 2025-2029

21,9%

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya 
alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Asta Cita #5



REGULASI KAWASAN INDUSTRI

Undang-undang Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri Perindustrian

• Permenperin 30/2020 tentang Kriteria Teknis Penetapan 
KPI

• Permenperin 40/2016 tentang Pedoman Teknis KI
• Permenperin 37/2025 tentang Standar Kegiatan Usaha 

dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

• Permenperin 17/2020 tentang Surat Keterangan KI Halal
• Permenperin 26/2025 tentang Standar Kawasan Industri 

dan Akreditasi Kawasan Industri
• Permenperin 2/2026 tentang Тата Сara Penyusunan dan 

Pemberian Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan 
Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci 
bagi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan 
Berlokasi di Kawasan Industri

• UU No. 3/2014 tentang Perindustrian
• UU No. 6/2023 Penetapan Perppu 

No.2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
UU

• PP No. 28/2021 tentang Penyelenggaraan 
Bidang Perindustrian

• PP No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

• PP No. 14/2015 tentang Rencana Induk 
Pembangunan Industri Nasional Tahun 
2015-2035

• PP No. 20/2024 tentang Perwilayahan 
Industri (mencabut PP No. 142/2015 
tentang Kawasan Industri)
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Dinamika Kebijakan Kawasan Industri di Indonesia
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Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Jawa dan Luar Jawa
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Kawasan Industri 
sebagai pendorong 

Pengembangan 
Pusat Ekonomi Baru

Kawasan Industri 
BerbasisTeknologi 

Tinggi

Kawasan Industri Berbasis 
Industri Pengolahan SDA

Meningkatkan Efisiensi 
Sistem Logistik

Kawasan Industri 
Berbasis Industri 
yang hemat air

Luar 
Jawa

Kawasan Industri 
Berbasis Industri 

Padat Karya

Jawa



Persebaran Kawasan Industri di Indonesia
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Sumber: https://spin.kemenperin.go.id/ 

180
Kawasan Industri

99.855,87 Ha
Total Luas Lahan

58,19%
Tingkat Okupansi 

Lahan

51,69%

Pertumbuhan KI 5 
Tahun terakhir

62 KI
atau

Rp 6.744,58 Triliun

Nilai Investasi

2,35 Juta orang

Tenaga Kerja
11.970

Perusahaan/Tenan
0,67%

Sumber Pertumbuhan Ekonomi 
dari KI dan tenan

9,3%
Kontribusi KI dan tenan 

terhadap PDB

Sumber:  Dit. PI dan BPS, diolah



Pengembangan Kawasan 
Peruntukan Industri
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KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)

KPI merupakan bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan 
RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Program Pengembangan KPI dalam PP No. 14/2015 tentang RIPIN:
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URGENSI PENGEMBANGAN KPI

Pembangunan Kawasan Industri / Pusat Kegiatan Industri akan menciptakan efek 

berganda bagi lingkungan sekitarnya:
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Kriteria Teknis Kawasan 
Peruntukan Industri
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PERMENPERIN NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG KRITERIA TEKNIS KPI
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PRINSIP PENETAPAN KPI
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KRITERIA TEKNIS  KPI

Wajib dipenuhi oleh suatu lokasi dan menjadi salah satu acuan dalam penetapan lokasi KPI
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KRITERIA TEKNIS  KPI

Wajib dipenuhi oleh suatu lokasi dan menjadi salah satu acuan dalam penetapan lokasi KPI

DIREKTORAT JENDERAL KPAII - 2026 18



DIREKTORAT PERWILAYAHAN INDUSTRI - DITJEN KPAII - 2025 19

PERTIMBANGAN LAIN

bersifat arahan untuk dapat dipenuhi
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TERIMA KASIH

www.kemenperin.go.id(021) 5252741
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